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BAB I11

PENUTUP

A. Kesmpulan

Dari hasil anadlisis terhadap permasalahan yang digjukan, hasilnya dapat
disimpulkan sebagai berikut :

Kekuatan pembuktian informasi dan dokumen elektronik sepanjang dapat
dibuktikan oleh para pihak dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum di
dalam persidangan. Meskipun dalam HIR dan BW tidak diatur mengenai
informasi dan dokumen elektronik tetapi informasi dan dokumen elektronik
dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang diepakati dan sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Pembuktian terhadap transaksi elektronik melalui informasi dan
dokumen elektronik dapat dilandaskan pada alat bukti yang diatur dalam Undang-
Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini
didasarkan pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008.

Informasi dan dokumen elektronik yang terdapat tanda tangan termasuk alat
bukti surat dan hakim terikat dengan Undang-Undang dalam menilai kekuatan
pembuktian akta otentik dan akta di bawah tangan. Informasi dan dokumen
elektronik dapat dikategorikan sebagai aat bukti surat dan mempunyai kekuatan
hukum yang sah dalam sistem pembuktian peradilan perdata apabila keaslian

hasil cetak tanda tangan informas dan dokumen elektronik sesua dengan
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transaks elektronik yang telah disepakati. Selain itu informasi dan dokumen
elektronik sebaga alat bukti surat yang mempunyai kekuatan hukum yang sah
dalam sistem pembuktian peradilan perdata harus memenuhi persyaratan sesuai
Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaks Elektronik yaitu

a Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada
Penanda Tangan;

b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

C. Segaa perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

d.  Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan
Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui;

e. Tedapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikas siapa
Penandatangannya; dan

f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan
telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Hakim bebas menentukan kekuatan hukum informasi dan dokumen
elektronik yang tidak terdapat tanda tangan sebab kekuatan hukum informasi dan

dokumen elektronik yang tidak terdapat tanda tangan harus terlebih dahulu
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didukung oleh keterangan saksi-saksi dalam sistem pembuktian peradilan perdata.
Informasi dan dokumen elektronik yang tidak terdapat tanda tangan mempunyai
kekuatan hukum yang sah apabila keterangan saksi-saksi dapat mendukung atau
membuktikan keaslian informasi dan dokumen elektronik yang tidak terdapat
tanda tangan tersebut.

. Saran

. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu Undang-Undang hendaknya melihat
Undang-Undang yang lain yang saling berkaitan, sehingga antara satu Undang-
Undang dengan Undang-Undang yang lain dapat saling mendukung satu dengan
yang lain.

. Menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung
perkembangan transaksi elektronik (e-commerce) di Indonesia.

. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah demi
memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaks Elektronik untuk
melindungi kepentingan umum dengan menetapkan instansi atau institusi yang
bertugas membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta
menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data
yang wajib dilindungi sesuai dengan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),

ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang No 11 Tahun 2008
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4. Bagi para pihak yang melakukan transaks elektronik hendaknya beritikad baik
dalam melakukan interaks dan/atau pertukaran Informasi dan/atau Dokumen
Elektronik selamatransaks berlangsung.

5. Daam sistem pembuktian peradilan perdata, baik penggugat maupun tergugat
apabila menyertakan informasi dan/atau dokumen elektronik lebih bak
menghadirkan juga saksi-saksi sebagai pendukung informasi dan/atau dokumen

elektronik.
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